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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kebebasan beragama merupakan HAM yang bersifat “non-derogable 

rights” menjadi inti dari penelitian ini merupakan harapan penulis untuk dapat 

menegakan HAM di Indonesia, namun sayangnya penegakan HAM di Indonesia 

ini akan sulit karena nilai-nilai HAM tumbuh berasal dari nilai-nilai barat yang 

mungkin akan selalu bertentangan dengan nilai-nilai timur di Indonesia khususnya 

dalam HAM kebebasan beragama. 

Negara indonesia yang multi etnis dan multi mental dimana negara ini 

negara yang sangat beragam harus disatukan terutama dalam diskursus keagamaan 

yang sangat sensitif untuk disinggung melalui Pancasila dimana ideologi Pancasila 

ini terbentuk dari hasil kompromi para “founding father”. Penulis mencoba untuk 

menggali kembali sejarah berdirinya Pancasila, khususnya dalam pembentukan 

“Ketuhanan Yang Maha Esa”. 

Undang-undang penodaan agama ini bersifat diskriminasi karena 

pengaturan hanya ditujukan pada agama-agama besar/mayoritas padahal yang 

seharusnya pembentukan undang-undang itu harus bersifat universal. Oleh karena 

itu, terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 140/PUU-VII/2009 dan Putusan 

Mahkamah Konstitusi No. 84/PUU-X/2012. Baik putusan Mahkamah Konstitusi 

pada tahun 2009 maupun tahun 2012 pada intinya memutuskan bahwa kebebasan 

beragama bukanlah kebebasan yang tidak sebebas-bebasnya. Putusan Mahkamah 

Konstitusi lebih melihat forum externum dibanding forum internum, sehingga 

kebebasan beragama yang diberikan kepada setiap manusia bukanlah merupakan 

kebebasan yang bebas nilai dan kebebasan yang sebebas-bebasnya, melainkan 

kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab sosial untuk mewujudkan HAM 

bagi setiap orang. 

Salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi terkait UU Penodaan 

Agama ini adalah apabila dicabut dikhawatirkan akan menimbulkan banyak konflik 

antar agama yang disebabkan kekosongan hukum terkait pengendalian ketertiban 
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umat beragama, namun apabila tetap dipertahankan maka hal ini pun dikhawatirkan 

tekanan dari agama-agama yang diakui secara langsung di undang-undang karena 

terdapat ketidaksetaraan posisi antara agama-agama yang dicantumkan di undang-

undang secara langsung dengan penganut kepercayaan yang ada di Indonesia. Para 

penganut kepercayaan yang tidak dicantumkan dalam undang-undang akan merasa 

terdiskriminasi dan dikhawatirkan melakukan perlawanan karena memperjuangkan 

kebebasannya. 

Namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XIV/2016 aliran kepercayaan/kebatinan yang kini memiliki kedudukan setara 

secara hukum dengan agama formal yang diakui oleh pemerintah. Putusan 

Mahkamah Konstitusi ini menjadi langkah awal kemajuan penegakan HAM di 

Indonesia khususnya terhadap Hak Kebebasan beragama. Meskipun baru sebatas 

pengakuan secara administrasi, namun diharapkan kedepannya bahwa kebebasan 

beragama di Indonesia ini dapat ditegakan tidak hanya sebatas secara hukum namun 

secara sosial-politik. 

 

5.2 Saran 

 Meskipun sudah terdapat putusan dari Mahkamah Konstitusi yang menolak 

pencabutan undang-undang penodaan agama maka solusi yang paling mungkin 

dilakukan menurut penulis adalah revisi terhadap ketentuan pasal 1 khususnya 

penjelasan atas pasal tersebut yang bersifat diskriminatif yang berdampak pada 

tidak adanya jaminan hukum bagi mereka yang menganut agama atau kepercayaan 

minoritas. Tidak hanya itu, perlu adanya penegasan secara jelas tentang pengaturan 

penodaan agama/blasphemy tersebut, tindakan blasphemy yang dimaksud haruslah 

berupa ungkapan kebencian, ketidaksukaan, atau pun suatu hal yang dapat merusak 

kerukunan umat beragama di Indonesia. 

 Namun hal ini mungkin akan sulit tercipta karena dari segi politis tekanan 

yang dilakukan oleh agama-agama mayoritas yang mendukung undang-undang ini 

yang tidak mau undang-undang ini tersentuh sama sekali. Apabila hal tersebut 

benar terjadi maka salah satu upaya nya adalah pembuatan undang-undang baru 
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yang mengatur kelangsungan umat beragama yang menjamin adanya kebebasan 

beragama. 
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